BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG CALON
TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT FIQH
SIYASAH

lalam

calon

ada 9

‘uk di

Atas

turan

ntang

jika

entak

ntara

pilih

dan memilih warga negara di daerah tersebut, maka warga negara di daerah
tersebut akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas, yang secara umum atau
secara psikologis tidak dapat atau tidak mau membuat keputusan strategis

dan penting dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tidak memiliki kepastian

hukum, bersifat diskriminatif, dan berpotensi menyebabkan tidak

67
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hanya kehilangan hak pilih warga negara tapi juga perlambatan dan
ketidaksinambungan pembangunan suatu daerah (karena pemerintahan
dipimpin pelaksana tugas dan bukan pemimpin yang dipilih langsung oleh
rakyat, yang dikenal visi, misi, dan programnya UUD 1945 ini juga menjamin
1anya

thnya

1al ini

egara

lkada
--gara
tidak
i visi
gram
(barat
mpin
tersebut. Berbeda dengan kepala daerah yang melalui proses pilkada yang

sudah dikenal ketika berkampanye.

Dalam Undag-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yaitu pada Pasal 43 yang menyatakan: Setiap warga negara berhak
dipilih dan memilih dalam Pemilu. Dengan demikian, warga negara yang

tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu
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pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas mengalami kerugian hak memilih,
yang tidak hanya bisa tertunda satu kali, namun bisa pula tertunda
berkali-kali dalam kondisi tidak menentu. Dalam menjalankan wewenang
memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, mahkamah juga
anaan
ntuan
lalam
vlitik,
wakil

slekat

a dan
lalam
sional
sebut.
ilihat
sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga
Negara yang dijamin UUD 1945 agar tidak dilanggar oleh ketentuan
undang-undang. Jika ketentuan suatu undang-undang telah melanggar hak
konstitusional ~warga Negara, maka dapat dipastikan tindakan
penylenggaraan Negara atau pemerintah yang dilakukan berdasarkan

ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusioanl warga Negara.
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Seperti yang terdapat pada bab sebelumnya Mahkamah Konstitusi
telah menbacakan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan
kepala daerah seara serentak, dalam putusannya Mahkamah konstitusi
mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang

nor 1
ganti
upati,
varga
1anya
aerah

untuk

dari

amah

alkan

ti dan

Walikota yang hanya dibatasi paling sedikit 2 (dua) pasangan
calon.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 1 angka 1) Pemilihan Umum,
selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

arkan

"ahun

ntang
ewan
sal 1
arana
sung,
ublik

egara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ¢ Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
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kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

4 Qedanolkan dalam Rlack’c T aw Dictinnary kata “alactian’ r]imaknai

y-asas

oleh

pada
emilu
ratis.
dari
arnya
lkada
sebut

mana

A v =y = B Ay = Bt At

Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa
persyaratan-persyaratan seorang calon Pemilukada adalah subjek hukum.
Pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah adalah subjek
hukum, dimana subjek hukum tersebut adalah orang yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh

karena itu calon kepala daerah sebagai subjek hukum disandingkan dengan



73

non-subjek hukum (pernyataan setuju atau tidak setuju/referendum). Pilkada
bukan merupakan referendum akan tetapi pemilihan dari beberapa pilihan

atau lebih dari satu untuk dipilih.

Anahila calan timooal dihenarlkan dalam Pilkada mala kica _]adl

akan

antuk

1 saja

Agar

lebih

tidak

sulit

dapat

entuk

{amil

gal 8

rakan

pemilihan pada tahun 2015 dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36
kota. Ada 3 daerah yang penyelenggaraannya ditunda sampai dengan tahun
2017, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten
Timor Tengah Utara, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan paling sedikit
2 (dua) pasangan calon. Berkaitan dengan tidak adanya jalan keluar dalam hal
tidak terpenuhinya syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon tersebut,

pada dasarnya UU a quo telah mengakomodir apabila pasangan calon dalam
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pemilihan kepala daerah kurang dari 2 (dua) pasangan calon yaitu dengan
adanya penundaan. Seyogyanya bagi daerah yang calonnya kurang dari 2
(dua) pasangan calon, maka pemilihan tersebut ditunda sesuai tenggang

waktu yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang. Tanggung jawab

yang

“ahun
mana
dang,
alitas
1apan
yang
aklah
ahwa
1gacu

atau

sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) pasangan calon.

Berdasarkan Undang-Undang a quo, semua penyelenggara Pilkada
baik KPU, Bawaslu dan DKPP pada dasarnya harus memberlakukan
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara adil dan setara.
Bagaimana mungkin kewajiban penyelenggara Pilkada tersebut

memberlakukan secara adil pasangan calon kepala daerah dengan setuju atau
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tidak setuju yang bukan subyek hukum. Menurut penalaran akal sehat dan
wajar pastilah penyelenggara Pilkada tidak bisa memperlakukan secara setara
dan adil terhadap pasangan calon yang abstrak atau pernyataan setuju atau

tidak setuju.

lasan
dalah
>gara.
rapat
angat
1 dari
vahan

aerah

t dari
irdil).
Keberadaan Calon tunggal pada dasarnya meniadakan kontestasi. Pemilu

tanpa kontestasi hakikatnya bukan Pemilu yang senafas dengan asas Luber

dan Jurdil.

Hak-hak untuk memilih dan hak untuk dipilih akan terkurangi
dengan adanya calon tunggal karena pemilih dihadapkan pada pilihan

artifisial (semu). Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil Pemohon
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tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus

ditolak.

Menurut Mahkamah konstitusi pasal-pasal yang di ujikan dalam uji

materi tercehnt hertentancan denoan koentitnuei. iika Pemilihan V,epala
sebab

antuk

2dikit

aerah

epala

atkan

sional

dan

untuk

aerah

yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan
sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah
diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan
dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan

Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan
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ayat (9) UU 8&/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan

Walikota/Wakil Walikota).

Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan

r‘q]nn 1!!31“\')]‘2 AQQY‘Q]’\ AQY\ ‘X?Q]{i] ]IPY\Q]Q AQPY‘Q]’\ Ai]ﬂ]{l1]{Q1’\ APY\(TQY\ mpmkprikan

lidak
ingga

atau
suara
aerah
pilih,
maka

itnya,

1945

ntuan
ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur,
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.! Pemilihan umum
secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat
guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh
penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas,
dan akuntabilitas. Karena dalam UUD 1945 sendiri menentukan bahwa
amah
intara
pada
hasil
harus

final

al 49
mbali
valing
pada
_alon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah
jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada
satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” dan ketentuan
Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota

membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

? Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasrkan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 dalam sistem Pemilu Menurut UUD 1945, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 85.
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Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling
lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8)” harus dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon
stelah
‘a ada

ingan

titusi

dan
iirkan
_alon
a dan
Calon

a dan

B. Analisis Figh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Calon
Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan
bahwa daerah yang memiliki satu pasangan calon dalam pemilihan kepala

daerah bisa mengikuti pemilihan kepala daerah serentak karena demi

? Ibid.
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terlaksananya hak konstitusional warga negara dalam hal ini hak pilih dan
memilih, karena jika dilaksanakannya pemilihan kepala daerah pada
pemilihan serentak berikutnya maka, warga negara di daerah tersebut akan
dipimpin oleh seorang pelaksana tugas, yang secara umum atau secara
s dan
takan
yang
Misi

ilihan

iskan

s dan

turan

ngan,

untut

r dan
seimbang.

Menurut al-Bagqillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk
menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan
musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat.
Pembentukan pemerintahan dalam pandangan juris sunni wajib menurut

hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan
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urusan umat baik keduniaan maupun keagamaaan dan untuk memelihara

agama, dan umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya.
Agar cita-cita tersebut dapat terwujud, maka menjadi suatu

kewajiban bagi masyarakat (umat) untuk mengangkat seorang pemimpin

k dan

akan

dalah

ITOSEs
lalam
rikan
hnya.
untuk

lektif

Berkenaan dengan pemilihan calon tunggal dalam pemilihan kepala
daerah dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak dengan
mekanisme yang dinyatakan dalam pertimbangan Mahkmah Konstitusi yang
menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain
sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk
menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak setuju” karena demi

terlaksanakannya hak konstitusional warga negara dalam lingkup daerah
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yang tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon dalam
pemilihan kepala daerah, jika ditinjau dari figh siyasah karena Nabi
Muhammad SAW sendiri tidak menentukan siapa penggantinya sebagai
pimpinan ummat Islam dan bagaimana tata cara pemilihannya. maka

ngkat

i dua

masa
sebut
t oleh
asnya
ingan

rurusi

>ngan

s dan
fungsi sebagai pembantu khalifah. Dalam hal rekrutmen pejabat khalifah
Umar terkenal sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan
kemampuan dalam bidang tugasnya. Disamping itu aspirasi masyarakat
setempat yang berkembang juga didengar oleh Umar, dengan demikian Umar
menjauhkan dari kebijaksanaan nepotisme dan main drop-dropan dari atas

untuk menentukan pejabat, dalam sebuah kasus Umar pernah memecat



83

Ammar ibn Yasir sebagai gubernur kuffah karena arus bawah merasa tidak
puas atas kepemimpinannya.

Pada masa khalifah Utsman ibn Affan pada dasarnya garis kebijakan

yang akan dilaksanakan Utsman mengacu pada kebijakan khalifah Abu Bakr

untuk

bagai



